
WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVIIISI SUL/\WEAI UTARA

PERATI'RAN WALIKOTA KOTA.}IOBAGU

I{OMOR ID TAHUI{ 2OT8

TEI{TA.!TG

PEI|DELEGASIIN XEPADA CAUAT T'!TTT'X VERIFIXASI RA.ITCAJTGAIT
PERATURAN DEAA TENTAITG REI|CAITA XER.'A PEUERIIYTATI DEsA,

AIT(X}AR.AJ{ PEIIDAPATAIT I,AIT BELIIJ{JA DESA DAIT I"APIORAX
PERTAIT(rcUITG.'AWABAIT AN(X}ARAI{ PEI|DAPATAIT DAJY BELIIITJA DESA

DEI{GAX RAHUAT TT'HAN YAI{G UAIIA ESA

WALIKOTA KOTAffOBAGU,

a. bahwa dokumen perencanaan, penganggaran dan kegiatan

pekedaan yang dibuat oleh Desa agar lebih efisien,

tertata dengan baik dan berrnanfaat serta dapat

dipertanggungiawabkan, maka perlu dilakukan
pendelegasian kepada Camat untuk verilikasi Rancangan

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa,

Angaran Pendapa.tan dan Belanja Desa dan Laporan

Pertanggungiawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai'nana dimaksud

dalam hurrf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Kotamobagu.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor

4286);

2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu di Sulawesi Utara

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6

Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor

468O);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20tl Nomor 82,
qr

\

Menimbang



Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
s23al;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

sa9s);

5. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor 4826);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O14 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O14 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O16 Nomor 57, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5864); h



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 58870);

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol I Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2O14

tentang Pengelolaan Keuangan Desa @erita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2Ol5

tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 16O);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 IPMK.OT 12017

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 537)

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 225|PMK.O7 l2OL7 tentang

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 197O);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor L99IPMK.OZ l20l7
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa @erita Negara

Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1884);

16. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2O16

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu

Tahun 2016 Nomor 24); qt



MEMUTUSKAN

Menetapkan PENDELEGASTAN KEPADA CAMAT UNTUK VERIFIKASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
XETEITTUAN T'TUU

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah dengan fungsi

koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dal berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusurn pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8. Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya serta
melaksalakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lrmbaga
yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Sangadi dalam penyusunan
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur
pendukung tugas Sangadi dalam pelaksanaaa kebijakan yang diwadahi dalam
bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan
pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan
dan fasilitas Desa.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

El



14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Verifrkasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan dan dokumen
RKPDesa dan APBDesa.

16. Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan selanjutnya di sebut Tim Verifftasi adalah
Tim yang dibentuk oleh Camat di tingkat Kecamatan yang terdiri atas unsur
Kecamatan serta unsur Pendamping l,okal Desa dan Pendamping Desa yang
dalam tugasnya melakukan verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang
Rencana Kegiatan Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
tahun berkenaan dan l,aporan Pertanggungiawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa tahun sebelumnya.

17. Efisien adalah penggunaan anggaran dan biaya secara hemat, tepat guna dalam
kegiatan untuk pencapaian hasil yang optimal dan berdaya guna.

18. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan
terhadap suatu program dan kegiatan.

BAA II
IAXSI'D DAIT TU.'UAIT

Pasal 2

Maksud pendelegasian adalah untuk memberikan tugas kepada Camat selaku
Kepala Kecamatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

BAB NI

PEICDELEGASIAIT

Pasal 4

Walikota Kotamobagu dapat mendelegasikan kepada Camat untuk melakukan
verifikasi Rancangan RKPDesa, APBDesa dan Laporan pertanggungiawaban
APBDesa.

Pasal 5

(1) Dalam hal melakukan tugas verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang
RKPDesa, APBDesa dan laporan pertanggungiawaban APBDesa, Camat
membentuk Tim Verifikasi serta dibantu oleh Pendamping lokal Desa dan
Pendamping Desa. U

Pasal 3

T\rjuan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

a. Camat dapat meningkatkan tugas dan fungsinya selaku Kepala Kecamatan;
b. Camat dapat membentuk Tim yang bertugas untuk memverifikasi dokumen

perencanaan, p€nganggaran dan kegiatan yang dibuat oleh Desa agar lebih
efrsien, terarah, tertata dengan baik dan bermanfaat serta dapat
dipertanggungiawabkan; dan

c. Camat bersama Tim yang dibentuk dapat melakukan monitoring kegiatan-
kegiatan yang termuat dalam RKPDesa dan APBDesa tahun berkenaan.



(2) Tim Verifikasi sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretaris Kecamatan;
b. Kepala Seksi PMD;
c. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembalgunan;
d. Kepala Seksi Pemerintahan;
e. Unsur Kecamatan yang ditetapkan Camat sesuai kebutuhan; dan
f. Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa.

(3) Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IV

TUGA$TUGAS

Pasal 6

Tim Verifikasi sebagaimana pada Pasal 5 ayat (21 melaksana}an tugas-tugas
seb"gai berikut :

a. Memverilikasi proses pen5rusunan dokumen RKPDesa dan APBDesa tahun
berkenaan;

b. Memverifikasi l,aporan Pertanggungiawaban APBDesa Tahun sebelumnya;
c. Memverifikasi dan mensinkronisasi dokumen pelaksanaan APBDesa setiap

tahapan;
d. Memverifikasi Rincian Anggaran Biaya, Desain dan Gambar lisik;
e. Menandatangani dokumen RKPDesa, APBDesa tahun berkenaan dan Laporan

Pertanggungiawaban APBDesa tahun sebelumnya setelah di verifikasi; dan
f. Melaksanakan monitoring kegiatan-kegiatan yang termuat dalam RKPDesa dan

APBDesa tahun berkenaan.

Pasal 7

(i) Dalam melaksanakan tugas, Tim Verifikasi dapat berkoordinasi dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Tim Verifikasi bertanggung jawab penuh kepada
Camat.

(3) Camat dapat mengevaluasi kinerja Pendamping Lokal Desa dan Pendamping
Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana pada Pasal 6.

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh Sangadi dan BPD,
disampaikan kepada Camat untuk selanjutnya di verifikasi oleh Tim Verifikasi
paling lambat 3 (tiga) hari setelah dokumen diterima.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa, APBDesa tahun berkenaan serta
Laporan Pertanggungiawaban APBDesa tahun sebelumnya yang telah diverifikasi
dan ditanda tangani oleh Tim Verifikasi, selanjutnya disampaikan kepada Tim
Anggaran Pemerintah Daerah untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah
dokumen diterima melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. n

BAB V

PROSEDT'R VERIIilXASI



BA'B VI

PEITUTI'P

Pasal 1O

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO PENGELOLA PARAF
1 Plt. Sekretaris Daerah L
c

Asisten Peme rintahan fl,
J

Kepala Bagian Hukum h
4 Kepala Dinas PMD t

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal e februari 2018

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2 fcbruar;
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2018

BAGI1-

PIt. SEI{RETARIS DAERAII
qKoTA KOTAMOBAGU /,

AITIYAN, S.Sos, M.Si

BERITA DAERAII KOTA KOTAUOBAGU TAHUN 2018 NOMOR IO


